
LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
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TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO PERATURAN DIMENSI VARIABET EVATUASI REKOMENDASI

1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

Perlunya dilakukan
penyesuaian atas
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 05 TAHUN

2015 TENTANG

PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN

ANAK, karena
berlakunya Undang-
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual,

agar upaya
pencegahan,
pelindungan hak

korban, akses keadilan

dan pemulihan hak

korban dilakukan lebih
optimal

2 Menim bang

a. bahwa perempuan memiliki kedudukan
penting dalam menentukan baik dan

buruknya suatu bangsa dan anak merupakan
tunas, potensi dan generasi muda penerus

cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

strategis dan mempunyai ciri dan sifat

khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa

Kejelasan

Rumusan

Kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Menim ba ng berdasarkan Lampiran
ll angka 19 Undang-
Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan, bahwa
pokok pikiran pada

karena akan dilakukan
perubahan atas

Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk
Nomor 5 Tahun 2015
tentang
Penyelenggaran
Perlindungan

INDIKATOR
Perubahan atas

Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk

Nomor 5 Tahun 2015

tenta ng

Penyelenggaran

Perlindungan
Perempuan dan Anak.



Perempuan dan Anak,
perlu penyesuaian

narasi konsideran

menimbang

konsiderans Peraturan

Daerah memuat unsur
fi losofi s, sosiologis, dan
yuridis yang menjadi
pertimbangan dan

alasan
pembentukannya yang

penulisannya

ditempatkan secara

berurutan dari fi losofi s,

sosiologis, dan yuridis.

depan, sehingga keberadaanya perlu

dilindungi hak-haknya baik pelaku. saksi dan

korban agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan, diskriminasi dan
pelanggaran atas hak-haknya;

. bahwa telah terjadi kecenderungan
peningkatan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak baik pelaku, saksi dan

korban di Kabupaten Nganjuk perlu

mendapatkan perlindungan dari pemerintah

dan/atau masyarakat, agar terhindar dan

terbebas dari kekerasan atau ancaman

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang

merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaan;

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang, pemberdayaan
perempuan dan pelindungan anak

merupakan urusan pemerintahan yang

wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan

Daerah;
. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Perempuan dan Anak;



3 Mengingat
1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 2730);

3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3143);
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999

tentang Pengesahan ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age for Admission to
Employment (Konvensi ILO mengenai Usia

Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3835);

5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3854);
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000

tentang Pengesahan ILO Convention No. 182
Concerning The Prohibition and lmmediate
Action for The Elimination of The Worst
Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182

mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Mengingat Berdasarkan Lampiran
ll angka 39 Undang-
Undang Nomor '12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang
undangan, bahwa
dasar hukum
pembentukan
Peraturan Daerah

meliputi Pasal 18 ayat
(6) UUD 1945, Undang-
Undang tentanB
Pembentukan Daerah

dan Undang-Undang
tentang Pemerintah
Daerah.

Peraturan perundang-

undangan yang

tercantum pada Dasar

Hukum Mengingat
Peraturan Daerah ini
terdapat yang suda h

mengalami perubahan

atau sudah dicabut,
antara lain;

2- Undang - Undang
Nomor 12 Tahu n

1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi
Djawa Timur
sebagaimana telah

Dasar Hukum
Mengingat agar

disesuaikan dengan

Peraturan Peru nda ng-

undangan terbaru.



diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara

Republik lndonesia
Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan

Lembaran Negara

Republik lndonesia
Nomor 2730);
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun
2006 tentang
Perlindungan Saksi

dan Korban
(Lembaran Negara

Republik lndonesia
Tahun 2006 Nomor
64. Tambahan
Lembaran Negara

Republik lndonesia
Nomor 4635);

2. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun

2011 tentang
Pembentukan
Peratu ra n

Perundang-
undangan (Lembaran

Negara Republik
lndonesia Tahun

20tt Nornor 82,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
lndonesia Nomor
5214l,;

9

Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3941);
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik lndonesia Republik

lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Republik lndonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesia

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Republik lndonesia Nomor 5606);

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4419);
9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 64. Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4635);

l0undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republiik

lndonesia Nomor 4720);



llUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pornografi (Lembaran Negara

Republik lndonsia Tahun 2008 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republi[<

lndonesia Nomor 4928);
12Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peratu ran

Perundang-unda nga n (Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republilk

lndonesia Nomor 5234);
13Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5332);

14Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

15Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Konvensi Hak Anak;

16Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

17 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

21 Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk
Nomor 09 Tahu n

2OO8 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja lnspektorat,
Badan Perencanaan

Pembangunan
Daerah dan Lembaga

8. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
l Tahun 2014 tentanB
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah; (DICABUT)

Teknis Daerah

Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor
03); (DICABUT)



lSPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

19Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 16 Tahun 2Ot2 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Nomor 3 seri B, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
20Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem

Penyelenggaraan Perlindungan Analk

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi lawa Timur
Nomor 38);

2lPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja lnspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjut
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor 03);

4 BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Keje lasa n kesesuaia n

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang
tercantum dalam Dasar

Hukum Mengingat
mengalami beberapa
perubahan, sehingga
substansi yang
tercantu m dalam BAB I

(Pasal 1) juga perlu

disesuaikan dengan

Agar disesuaikan
dengan peraturan
peru nda ng-unda ngan
yang terbaru.



4. Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 tahun termasuk anak yang masih dalam
ka ndungan.

5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang

berakibat atau dapat mengakibatkan
kesengsaraan atau penderitaan baik fisik,
psikis, seksual, ekonomi terhadap korban.

6. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, cedera,
luka, atau cacat pada tubuh seseorang,
gugurnya kandungan, pingsan dan/atau
menyebabkan kematian.

7. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya dan atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.

8. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan
yang berupa pelecehan seksual,
pemaksaan hubungan seksual, baik dengan
tidak wajar atau tidak disukai, dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan atau
tujuan tertentu.

9. Kekerasan ekonomi adalah bentut
penelantaran ekonomi dimana tidak diberi
nafkah secara rutin atau dalam jumlah
yang cukup, membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah, sehingga korban di bawah
kendali orang tersebut.

10.Korban adalah perempuan dan anak yang

mengalami kesengsaraan dan atau
penderitaan baik langsung maupun tidak
langsung sebagai akibat dari kekerasan.

ll.Perlindungan terhadap perempuan adalah
segala perbuatan yan8 ditujukan untuk

Peraturan perundang-

undangan
yang terbaru.



memberikan rasa aman, yang dilakukan
oleh pihak Pemerintah, Kepolisian,
Kejaksaan, Lembaga Sosial, masyarakat
atau pihak lain yang mengetahui dan
mendengar akan atau terjadi kekerasan

terhadap perempuan.
12.Perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak akan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

13.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan
sesegera mungkin kepada korban ketika
melihat, mendengar dan mengetahui akan,
sedang atau telah terjadinya kekerasan

terhadap korban.
14.Rehabilitasi adalah pemulihan dari

gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan
sosial agar dapat melaksanakan perannya

kembali secara wajar baik dalam keluarga
maupun dalam masyarakat.

15.Pendamping adalah orang yang

mempunyai keahlian melakukan
pendampingan korban untuk melakukan
konseling, terapi dan advokasi guna
penguatan dan pemulihan diri korban
kekerasan.

l6.Pekerja Sosial adalah orang yang

mempunyai keahlian untu k mendengarkan
secara empati dan menggali permasalahan

untuk memberikan konseling dalam upaya
penguatan psikologis korban.



17.Komisi Perlindungan Anak yang

selanjutnya disebut KPA adalah lembaga
yang menangani perlindungan anak yang

keanggotaannya terdiri dari instansi
terkait.

18.Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

lWomen's Crisis Center) yang selanjutnya
disingkat WCC adalah Organisasi non
kedinasan yang peduli terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan

serta mempunyai tugas dan fungsi
membantu Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan sebagian tugas-tugas
pembangunan dibidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan perempuan
dan ana k.

19.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya
disingkat PPT adalah Lembaga penyedia

layanan terhadap korban kekerasan yang

berbasis rumah sakit, dikelola secara

bersama-sama dalam bentuk pelayanan

medis (termasuk medicolegal), psikososial

dan pelayanan hukum.
20.Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

yang selanjutnya disingkat UPPA adalah
unit yang menyelengga rakan perlindungan
perempuan dan anak sebagai korban
kekerasan serta penegakan hukum
terhadap pelakunya.

21.Rumah Aman (Shelter) adalah tempat
tinggal sementara yang digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap
korban sesuai dengan standar operasional
yang ditentu kan.



22.Masyarakat adalah perseorangan,

keluarga, kelompok, organisasi sosial

dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam

masvarakat yang terdiri dari suami istri,
atau suami istri dan anak-anaknya, atau
ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

24.Rumah tangga adalah anggota keluarga
dan/atau kerabat (cucu, kemenakan,
kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan
sebagainya) yang hidup dan makan dari
satu dapur serta menetap dalam satu
rumah.

25.Diversi adalah pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses peradilan pidana

ke proses di luar peradilan pidana.

26.Anak yang berhadapan dengan hukum
adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan ana k yang menjadi saksi tindak
pidana.

2T.Keadilan Restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula dan bukan
pembalasan.

28.Anak yang menjadi korban tindak pidana
yang selanjutnya disebut anak korban
adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang mengalarni
penderitaan fisik, mental, da n/ata u

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
tindak pidana.



29.Anak yang menjadi saksi tindak pidana,
yang selanjutnya disebut anak saksi adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana
yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya
sendiri.

30.Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak yang selanjutnya
disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak Kabupaten Nganjuk.

5 BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak adalah:
a. penghormatan terhadap hak asasi

manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;

c. non diskriminasi;
d. kepentingan terbaik serta penghormatan

terhadap hak-hak perempuan dan anak;
dan

e. memberikan perlindungan bagi saksi,
pelaku dan/atau korban.

Kejelasan

Rumusan

kesesuaia n

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

6 Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pelayanan terhadap
pelaku, saksi dan korban dilakukan tidak
dipungut biaya, cepat, aman, empa6,6daX<

diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya
jaminan kerahasiaan.

Kejelasan

rumusan
kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar

Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006

Agar d isesuaikan

dengan peratu ran
pe ru nd a ng- u n da nga n

yang terbaru.



(2) Penyelenggaran atau pengelolaa PPT atau
rumah aman dilarang memungut biaya

apapun terhadap pelaku, saksi dan korban.

tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan,
sehingga substansi
yang tercantum dalam
BAB ll (Pasal 3) juga

mengalami perubahan.

Maka perlu disesuaikan
dengan peraturan
pe ru nd a ng-u nda nga n
perubahannya.

7 Pasal 4
Tujuan penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak, adalah memberikan
perlindungan dan pelayanan terhadap
perempuan dan anak yang berbasis gender
dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi
di dalam rumah tangga dan/atau masyarakat.

Kejelasan

Rumusan

kesesuaia n

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

8 BAB III

HAK.HAK KORBAN, SAKSI DAN PETAKU

Pasal 5

Setiap korban, saksi dan pelaku berhak
mendapatkan informasi, pelayanan,
perlindungan, rehabilitasi, dan penanganan

serta perlakuan secara khusus berkaitan
dengan kerahasiaan korban, saksi dan pelaku,

baik dari individu, kelompok atau lembaga
pemerintah daerah maupun non pemerintah.

Kejelasan
rumusan

kesesuaian

sistematika
dan tekn ik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar

Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perllndungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan,
sehingga substansi
yang tercantu m dalam
BAB lll (Pasal 5) juga

mengalami perubahan,
maka perlu disesuaikan
dengan peratu ra n

Agar disesuaikan
dengan peratu ran

peru ndang-undangan
yang terbaru.



perundang-unda ngan
perubahannya.

9 Pasal 6

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban,
saksi dan pelaku berhak mendapatkan
perlindungan dan pendampingan serta
pemulihan, baik secara psikologis maupun
hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-

haknya yang berkaitan dengan statusnya
sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga
maupun sebagai anggota masyarakat.

Kejelasan
ru musan

kesesuaia n

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar

Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, tela h
mengalami perubahan,
sehingga su bstansi
yang tercantum dalam
BAB lll (Pasal 6) juga

mengalami perubahan,
maka perlu disesuaika n

dengan peratu ran
peru ndang-undangan
perubahannya.

Agar d isesuaikan

denga n peraturan
peru ndang-u nda nga n

yang terbaru.

10 BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan
upaya pencegahan terjadinya kekerasan
dalam bentuk:
a. mengumpulkan data dan informasi

tentang perempuan dan anak yang

rentan terhada p tindak kekerasan;
b. melaksanakan komunikasi, informasi,

edukasi dan advokasi tentang nilai-nilai
anti kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

c. melakukan sosialisasi peratu ra n

peru ndang-u ndangan yang berkaitan

Kejelasan
rumusan

kesesuaian
Sistematika
dan teknik
penyusu nan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar

Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan,
sehingga substa nsi
yang tercantum dalam
BAB lV (Pasal 7) juga

mengalami perubahan,
maka perlu d isesuaika n

dengan peratu ra n

Agar disesuaikan
dengan peraturan
pe ru nd a ng-u n da nga n

yang terba ru.



perundang-unda ngan
perubahannya.

11 BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 8
(1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap

korban, pelaku dan saksi dilakukan secara

terpadu oleh lembaga pemerintah
da n/atau non pemerintah.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari UPPA, PPI WCC, KPA,

P2TP2A dan lembaga lain yang peduli

Kejelasan

rumusan
kesesuaian

sistematika
dan tekn ik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar

Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan,

sehingga substansi
yang tercantum dalam

Agar disesuaikan
dengan peratu ran
peru ndang-undanga n

yang terbaru.

dengan penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan
perlindungan perempuan dan ana k.

(2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak
kekerasan Pemerintah Daerah

berkewajiban menyediakan dan

menyelenggarakan layanan bagi korban.
pelaku dan saksi dalam bentuk:
a. mendirikan dan memfasilitasi

terselenggaranya lembaga layanan

terpadu untuk korban, pelaku dan saksi

dengan melibatkan unsur masyarakat;
b.mendorong kepedulian masyarakat

akan pentingnya perlindungan
terhadap korban, pelaku dan saksi.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan
hak dan kewajiban oran8 tua, wali, suami,
atau orang lain yang secara hukum

bertanggung jawab terhadap korban,
pelaku dan saksi.



terhadap perlindungan perempuan dan
anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan perlindungan korban,
pelaku dan saksi oleh lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V (Pasal 8) juga

mengalami perubahan,
maka perlu d isesuaikan

dengan peratu ran
peru ndang-u ndanga n

perubahannya.

72 Pasal 9
(1) Bentuk pelayanan terhadap korban

diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
a. pelayanan medis ;

b. pelayanan medicolegal ;

c. pelayanan psikososial;

d. pelayanan hukum untuk membantu
korban, pelaku dan saksi dalam menjalani
proses peradilan; dan

e. pelayanan kemandirian ekonomi.

l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai
mekanisme dan prosedur standar
operasional pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Kejelasan

Rumusan

kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

13 Pasal 10
(1) Pejabat dan/atau petugas dari UPPA, PPI

WCC, KPA, P2TP2A dan lembaga lain yang

ditunjuk untuk menyelenggarakan
perlindungan apabila tidak melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya dikenai
sanksi administratif dan/atau tindakan
disiplin yang berlaku pada instansi yanB

bersangkutan.
(2) Pengenaan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

Kejelasan

rumusan
kesesuaia n

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar
Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2005
tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan.
sehingga substansi
yang tercantum dalam

Agar disesuaikan
dengan peratu ran
peru ndang-u ndangan
yang terbaru.



a. Peringatan tertu lis;

b. Pembekuan ijin praktek/ijin kerja;
c. Pembatasan praktek bagi tenaga

kesehatan yang praktek mandiri
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pelaksanaan sanksi admin istratif
sebagaimana dimaksud paad ayat (2)

diatur dalam Peratu ran Bupati.

BAB V (Pasal 10) juga

mengalami perubahan,

maka perlu disesuaika n

dengan peraturan
perundang-unda ngan
perubahanya.

74 BAB VI

PENDAMPINGAN
Pasal 11

Pendampingan dilakukan oleh perorangan

atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk
melakukan konseling, terapi dan advokasi
guna penguatan dan pemulihan korban
kekerasan, pelaku dan saksi.

Kejelasan
Rumusan

kesesuaian

sistematika
dan tekn ik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

15 BAB VII

PEMULIHAN KORBAN, SAKSI DAN PELAKU

Pasal 12

Untuk kepentingan pemulihan, korban, saksi

dan pelaku dapat memperoleh pelayanan

dari:
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;

c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Kejelasan

Rumusan

kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang
tercantum dalam Dasar
Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan,

sehingga su bstansi
yang tercantum dalam
BAB Vll (Pasal 12) juga

mengalami perubahan,

maka perlu disesuaika n

dengan peratura n
perundang-unda ngan
perubahannya.

Agar d isesuaikan

dengan peratu ran
pe ru nda ng- u n da nga n

yang terba ru.



16 Pasal 13

(1) Perempuan dan anak korban kekerasan

dan saksi berhak mendapatkan pelayanan
pemeriksaan kesehatan oleh tenaga
kesehatan sesuai dengan standar
profesinya.

(2) Dalam hal korban dan saksi memerlukan
perawatan, tenaga kesehatan wajib
memberikan layanan pemulihan dan
rehabilitasi kesehatan korban dan saksi.

(3) Pemberian layanan pemulihan dan
rehabilitasi kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peratu ran
peru n da ng-u n da nga n.

(4) Tenaga Kesehatan yang menolak atau tidak
mau memberikan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin praktek/izin kerja;
c. pembatasan praktek bagi Tenaga

Kesehatan yang praktek mandiri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai

mekanisme penjatuhan san ksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur dalam Peraturan Bupati,

kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubu h

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

77 Pasal 14
(1) Perempuan dan anak korban, saksi dan

pelaku kekerasan berhak mendapatkan
pelayanan konseling dari pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani.

(2) Pekerja sosial, relawan pendamping,
dan/atau pembimbing rohani sebagaimana

Kejelasan

Rumusan

kesesuaia n

siste matika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

(ejelasan

Rumusan



dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan
pelayanan kepada korban, saksi dan pelaku

dalam bentuk pemberian konseling untuk
menguatkan. memberikan rasa aman dan
rehabilitasi bagi korban, saksi dan pelaku.

(3) Pekerja sosial, relawan pendamping,
dan/atau pembimbing rohani yang

menolak atau tidak mau memberikan
pelayanan konseling sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administrasi berupa:
a. teguran; atau
b. peringatan tertulis.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai
mekanisme penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dalam Peraturan Bupati.

18 Pasal 15

Dalam rangka pemulihan terhadap korban,

saksi dan pelaku, tenaga kesehatan, pekerja

sosial, relawan pendamping dan pembimbing

rohani dapat melakukan kerja sama.

Kejelasan
rumusan

kesesuaian

sistematika
da n tekn ik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar

Hukum MenBingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan.
sehingga substansi
yang tercantum dalam
BAB Vll (Pasal 15) juga

mengalami perubahan,

maka perlu disesuaika n

dengan peratu ran
perundang-undanga n

perubahannya.

Agar disesuaikan
dengan peratu ran

peru ndang-undangan
yang terbaru.



19 BAB VIII

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang:
a. memperlaktrkan perempuan dan anak

secara diskriminatif yang mengakibatkan
perempuan dan anak mengalami kerugian,
baik materiil maupun moril sehingga

menghambat fungsi sosialnya;
b. memperlakukan perempuaan dan anat

penyandang disabilitas secara

diskriminatif;
c. menempatkan, membiarkan, melibatkan,

menyuruh melibatkan dan anak dalam
situasi perlakuan salah dan penelantaran;

d. menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan Kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

e. melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa perempuan dan anak
melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain;

f. melakukan Kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat. melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk perempuan
dan anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

g. menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan penculikan, penjualan,

dan/atau perdagangan perempuan dan
anak;

h. menghalang-halangi perempuan dan anak
untuk menikmati budayanya sendiri,

Kejelasan
rumusan

kesesuaian

sistematika
dan tekn ik
penyusunan

Batang
tubuh

Peraturan perundang-
undangan yang

tercantum dalam Dasar
Hukum Mengingat
yaitu : Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, telah
mengalami perubahan,
sehingga substansi
yang tercantum dalam
BAB Vlll (Pasal 16) juga

mengalami perubahan,

maka perlu disesuaikan
dengan peratura n
peru ndang-unda ngan
perubahannya.

Agar disesuaikan
dengan peratu ran

pe ru nd a ng-u nda nga n

yang terba ru.



20 BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17
(1) Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan

perlindungan terhadap korban, saksi dan
pelaku kekerasan berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta
sumber dana lain yang sah dan tidalk

mengikat.

Kejelasan

Rumusan

kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

mengakui dan melaksanakan ajaran
agamanya dan/atau menggunakan
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan
akses pembangunan Masyarakat dan
budaya;

i, merekrut atau memperalat perempuan
dan anak untuk kepentingan militer
dan/atau lainnya dan membiarkan Anak
tanpa perlindungan jiwa;

j. menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan eksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual terhadap perempuan dan
anak;

k. dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan perempuan dan anak dalam
penyalahgunaan, serta produksi dan
distribusi narkotika dan/atau psikotropika;
dan/atau

l. dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan perempuan dan anak dalam
penyalahgunaan, serta produksi dan
distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.



(2)Pengelolaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

GUGUS TUGAS DAERAH PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 18
(1)Dalam penyelenggaraan perlindungan

perempuan dan anak perlu
mengoptimalkan kelembagaan gugus tugas
daerah untuk melaksanakan koordinasi
lintas sektor secara terpadu.

(2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:
a. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan

dan Anak;
b. Gugus Tugas Perdagangan Perempuan

dan Anak; dan
c. Gugus Tugas Daerah Layak Anak.

(3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibentuk dengan Keputusan
Bupa6.

27 Kejelasan

Rumusan

kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP

22 BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19
(1) Masyarakat dan sektor swasta dapat

berperan serta dalam mewujudkan
perlindungan perempuan dan anak di
Daerah.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
pengawasan dan pelaporan baik secara

individu, kelompok dan kelembagaan.

Kejelasa n

Rumusan
kesesuaian

sistematika
dan teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan peran serta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

23 BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 2O

(1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik
lndonesia (POLRI), Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana atas pelanggaran Peraturan
Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang mengenai adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama dan
pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan
memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surau
e. mengambil sidik jari dan memotret

seseoranB;

f. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

Kejelasan
Rumusan

kesesuaian
sistematika
dan teknik
penyusunan

Bata n g

tubu h

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP



h. ditingkat penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan perkara anak di Pengadilan

Negeri wajib diupayakan diversi;
i. mengadakan penghentian penyidikan

setelah mendapat petunjuk dari
penyidik POLRI bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui Penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada

penuntut umum, tersangka atau

keluarganya;
j. mengadakan tindakan lain menurut

hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulainYa
penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik POLRI sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

24 BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21
(1) Setiap orang yang dengan sengaja

membiarkan terjadinya kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan/atau
tidak melaporkan terjadinya kekerasan

terhadap perempuan dan anak dikenakan

sanksi sebagaimana diatu r dalam
Peraturan perunda ng-unda ngan yanB

berlaku.
(2) Setiap orang yang memberitahukan

keberadaan pelaku saksi dan korban

Kejelasan

Rumusan

kesesuaian

sistematika
da n teknik
penyusunan

Batang
tubuh

Dasar Hukum tersebut
tetap dan masih
berlaku.

TETAP



kekerasan yang tengah ditempatkan
ditempat yang dirahasiakan untuk
keamanan atas permintaan pelaku saksi

dan korban dipidana dengan Pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

dengan paling banyak Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sesbagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk untuk
menyelenggarakan perlindungan, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah).

(4) Penyelenggara atau pengelola PPT atau

rumah aman yang terbukti memungut
biaya dipidana kurungan paling lama 5

(enam) bulan atau denda Rp.50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan (a) dilakukan

oleh penyelenggara atau pengelola yang

merupakan Pegawai Negerl Sipil, sanksinya

ditambah dengan sanksi kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

25 BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

kesesuaian
sistematika
dan tekn ik

panyusunan

Eatang
tubuh

Tidak ada eveluasi
karena sudah sesuai

dengan lampiran ll

angka 137 UU No 12

Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-

undangan disebutkan
bahwa pada umumnya

Kejelasan

rumusan



Ketentuan Penutup
memuat ketentuan
mengenai

a. penunjukan orga n

atau alat kelengkapan
yang melaksanakan
peratu ran Perundang-
undangan;

b. nama singkat
Peraturan Perundang-
undangan;

c. status Peraturan
Perundang- undangan
yang sudah ada: dan

d. Saat Mulai berlaku
Peraturan Perundang-
undangan

Baglan Hukum
a Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H. M

Pembina Ting
NrP. 1968050 199202 1001

t.'

Sela ku


